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	ABSTRACT


Risk-Based Business Licensing is a response to the Job Creation Law aimed at improving the investment ecosystem, business activities, and the Ease of Doing Business (EoDB) in Indonesia. This study analyzes the implementation of risk-based business licensing policies in Ogan Ilir Regency using Charles O. Jones' implementation theory, which includes three main aspects: organization, interpretation, and application. The research method used is descriptive qualitative through interviews, observations, and documentation. The analysis results show that the implementation of risk-based business licensing policies in Ogan Ilir Regency has been running well, as reflected in the adjustment of the organizational structure and the formation of a licensing technical team, adequate human resources in the licensing service sector, adequate internet networks and facilities, and good coordination between DPMPTSP in Ogan Ilir Regency and the licensing technical team. However, several challenges were identified, including budget limitations which have implications for the lack of policy socialization and participation in face-to-face OSS RBA training, insufficient public understanding of the OSS RBA system itself, and supporting regulations for risk-based business licensing that are still in the drafting stage and have not yet been ratified. It is necessary for the Regional Government to strengthen the capacity and competence of human resources, encourage the availability of budget allocations for licensing services, encourage OPD participation to accelerate the preparation of supporting regulations for risk-based licensing, and expand access to assistance by utilizing digital services through simple video tutorials for business actors.
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	AB ST RAK
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan respon terhadap Undang- Undang Cipta Kerja untuk meningkatkan ekosistem investasi, kegiatan berusaha serta Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business) di Indonesia. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Ogan Ilir menggunakan teori implementasi Charles O Jones yang meliputi tiga aspek utama antara lain aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Ogan Ilir telah berjalan dengan baik, tercermin dengan adanya penyesuaian struktur organisasi dan pembentukan tim teknis perizinan, SDM yang cukup memadai di bagian pelayanan perizinan, jaringan internet dan sarana prasarana yang cukup memadai serta koordinasi yang baik antara DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir dengan tim teknis perizinan. Namun, beberapa kendala teridentifikasi yaitu keterbatasan anggaran yang berimplikasi pada kurangnya sosialisasi kebijakan dan
keikutsertaan dalam pelatihan OSS RBA, pemahaman masyarakat yang
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	masih kurang terhadap sistem OSS RBA itu sendiri, serta regulasi pendukung perizinan berusaha berbasis risiko yang masih dalam tahap penyusunan dan belum disahkan. Perlunya tindak lanjut Pemerintah Daerah untuk memperkuat kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, mendorong ketersediaan alokasi anggaran untuk bidang pelayanan perizinan, mendorong partisipasi OPD guna percepatan penyusunan regulasi pendukung perizinan berbasis risiko, dan memperluas akses pendampingan dengan memanfaatkan layanan digital melalui video tutorial sederhana bagi pelaku usaha.
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1. Pendahuluan
Undang-Undang Cipta Kerja memuat salah satu elemen penting dalam perubahan paradigma perizinan yang dulu berbasis izin (licensing based approach) menjadi berbasis risiko (risk based approach). Urgensi perubahan konsep perizinan berusaha berbasis risiko ini yaitu untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta peringkat Ease of Doing Business (EoDB) negara Indonesia di mana hasil survei World Bank International Finance Corporation (World Bank-IFC) menunjukkan Indonesia masih berada di peringkat 73 dari 190 negara dan tertinggal dari 5 negara ASEAN lainnya yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Implikasi dari hasil penilaian kemudahan berusaha ini kemudian mendorong berbagai negara untuk melakukan deregulasi secara kompetitif terutama pada negara-negara berkembang (Setianto & Raharja, 2020). Respon terhadap amanat tersebut kemudian tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Tabel 1. Perkembangan Peringkat EODB Negara ASEAN Tahun 2016-2020

	Nama Negara
	Ranking

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	Singapura
	1
	2
	2
	2
	2

	Malaysia
	18
	23
	24
	15
	12

	Thailand
	49
	46
	26
	27
	21

	Brunei Darussalam
	84
	72
	56
	55
	66

	Vietnam
	90
	82
	68
	69
	70

	Indonesia
	109
	91
	72
	73
	73


Sumber: Doing Business Database, diolah oleh Peneliti.

Posisi Indonesia ini belum sesuai dengan target Presiden Joko Widodo yang menargetkan Indonesia menempati peringkat ke-40 dalam hal kemudahan berusaha. Posisi yang menunjukkan stagnasi ini dikarenakan birokrasi di Indonesia masih cukup kompleks sehingga investor harus mengurus izin berbeda mulai dari tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Iklim investasi dan daya saing Indonesia yang masih rendah menyebabkan banyak investor lebih tertarik ke negara peer group seperti Thailand dan Malaysia dibandingkan Indonesia untuk berinvestasi (Praise et al., 2022). Pemerintah Indonesia melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berupaya keras untuk mewujudkan penyederhanaan perizinan dalam mendorong kemudahan berusaha (Damayanti et al., 2023).
Berdasarkan press release yang dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 terkait pencapaian realisasi investasi Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Ilir hanya berhasil mencapai realisasi investasi sebesar 26,04% dari target yang telah ditentukan di Kabupaten Ogan Ilir.
Tabel 2. Tingkat Pencapaian Realisasi Investasi Periode Januari-Desember Tahun 2022

	No
	Kabupaten/Kota
	Target
	Realisasi Investasi
(Rp)
	Capaian
(%)

	1.
	Muara Enim
	11.605.720.980.000,00
	13.177.866.822.321,20
	113,55%

	2.
	Ogan Komering Ilir
	11.138.774.680.000,00
	5.161.830.641.660,48
	46,34%

	3.
	Lahat
	4.240.059.410.000,00
	3.866.980.320.971,72
	91,20%

	4.
	Ogan Ilir
	3.411.428.600.000,00
	888.366.291.844,84
	26,04%

	5.
	Palembang
	3.395.504.310.000,00
	4.581.510.658.505,69
	134,93%

	6.
	Banyuasin
	2.037.359.640.000,00
	5.099.108.681.818,75
	250,28%

	7.
	Musi Banyuasin
	1.889.829.480.000,00
	3.342.628.618.375,73
	176,87%

	8.
	Musi Rawas Utara
	1.120.499.390.000,00
	541.376.001.659,10
	48,32%

	9.
	OKU Timur
	531.758.720.000,00
	289.449.237.656,78
	54,43%

	10.
	Musi Rawas
	486.287.610.000,00
	800.262.228.904,39
	164.57%

	11.
	Lubuk Linggau
	431.237.490.000,00
	801.068.110.841,77
	185,76%

	12.
	Prabumulih
	296.724.710.000,00
	442.849.386.578,79
	149,25%

	13.
	PALI
	162.631.870.000,00
	1.061.744.079.849,65
	652,85%

	14.
	OKU
	155.892.550.000,00
	557.905.251.681,31
	357,88%

	15.
	Empat Lawang
	68.938.410.000,00
	196.139.940.000,00
	284,51%

	16.
	OKU Selatan
	13.708.740.000,00
	16.383.495.163,77
	119,51%

	17.
	Pagar Alam
	13.643.410.000,00
	591.219.924,28
	4,33%


Sumber: Press release DPMPTSP Provinsi Sumsel, diolah oleh Peneliti.

Kabupaten Ogan Ilir hanya mampu mencapai realisasi investasi sebesar 26,04% dengan capaian realisasi yaitu 888.366.291.844,84 pada tahun 2022 dari target yang telah ditentukan sebesar 3.411.428.600.000,00. Jika dibandingkan dengan Kabupaten atau Kota lain, bahkan ada yang melebihi dari target yang telah ditentukan seperti Kabupaten Muara Enim, Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih, Kabupaten PALI, Kabupaten OKU, Kabupaten Empat Lawang, dan Kabupaten OKU Selatan. Hal ini menjadi perhatian serius dan tantangan dalam implementasi kebijakan perizinan berusaha untuk melakukan langkah perbaikan dalam upaya meningkatkan tingkat kemudahan berusaha dan mendorong realisasi investasi di Kabupaten Ogan Ilir mengingat Kabupaten Ogan Ilir merupakan salah satu bagian dari Kawasan andalan Kota Palembang dalam arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan beberapa sektor penggerak utama perekonomian antara lain sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan perdagangan, dan sektor perikanan.
Perubahan konsep perizinan berusaha menjadi berbasis risiko sebagai wujud implementasi dari UUCK ini dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan ekosistem investasi dan mempengaruhi persepsi investor terhadap kemudahan berusaha serta mempertahankan posisi layak investasi di masa depan. Namun, sejak kebijakan perizinan berbasis risiko diresmikan pada tanggal 9 Agustus 2021, beberapa tantangan terjadi terhadap penyesuaian kebijakan yang masih dalam transisi ini. Beberapa aspek yang menjadi perhatian kesiapan implementasi di tingkat daerah yaitu aspek regulasi meliputi respons kepatuhan kebijakan dan kelengkapan kebijakan perizinan berbasis risiko, aspek kelembagaan meliputi penyesuaian struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), jumlah dan kompetensi SDM, keikutsertaan dalam pelatihan OSS RBA, serta aspek digitalisasi berupa ketersediaan infrastruktur jaringan internet dan sarana prasarana pendukung yang harus dilakukan agenda perbaikan untuk kedepannya (KPPOD, 2021).
Beberapa penelitian terdahulu terkait topik ini telah dilakukan oleh Praise, Rompis, Nurzaman (2022) berjudul Risk Based Licensing as Licensing Reform in Indonesia Based on Government Regulation Number 5 the Year 2021 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis risiko yang merupakan konsep baru dalam perizinan masih memerlukan area perbaikan secara maksimal dari segi kesiapan sistem OSS RBA yang tiba- tiba tidak bisa diakses, sumber daya manusia yang belum memadai, kualitas komunikasi dan pelayanan publik yang tidak menyediakan komunikasi dua arah bagi masyarakat dan dianggap kurang responsif (Praise et al., 2022). Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Susanto dkk (2024) dengan judul Policy Evaluation Implementation of Risk-Based Business

Licensing in Kuningan District yang menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko telah disambut baik oleh pelaku usaha UMKM, namun terdapat satu kendala utama yaitu belum adanya RDTR yang berdampak pada terhambatnya proses persyaratan dasar perizinan meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta tidak tercapainya target retribusi PBG sehingga Pemerintah Kabupaten Kuningan segera membentuk Forum Perencanaan Tata Ruang Daerah untuk menindaklanjuti belum adanya peraturan RDTR di daerah (Susanto et al., 2024).
Dalam konteks implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan beberapa persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis risiko yang harus dipenuhi (BKPM RI, 2021). Dalam hal kesiapan implementasi di daerah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga menjadi salah satu syarat wajib perizinan berusaha berbasis risiko karena RDTR perlu diintegrasikan dalam bentuk digital ke dalam sistem OSS RBA (KPPOD, 2021). Namun, hingga saat ini belum semua daerah memiliki RDTR digital meskipun RDTR menjadi syarat wajib dan elemen penting dalam Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko termasuk Kabupaten Ogan Ilir sementara KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan menjadi tahap awal yang harus dilalui dalam memulai kegiatan berusaha. Jika penilaian kesesuaian dilakukan berdasarkan RTRW maka akan membuka peluang penyalahgunaan ruang karena dokumen RTRW masih bersifat sangat umum (Sari & Prasetyo, 2022). Sesuai Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir, DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir sebagai unsur pelaksana yang menerima delegasi wewenang oleh Bupati Ogan Ilir dan mengimplementasikan kebijakan ini secara konsisten selama 3 (tiga) tahun namun kondisi yang terjadi di lapangan saat ini dalam menentukan KKPR bagi pelaku usaha masih menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga dokumen RDTR sebagai dasar verifikasi KKPR perlu tindak lanjut segera oleh Pemerintah Daerah.
Kondisi ini juga didukung dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh BKPM RI sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan Dan/Atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir pada aspek Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) tahun 2023 kriteria penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha

dengan nilai perolehan cukup rendah 34/100. Nilai ini diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait Rencana Detail Tata Ruang, Persetujuan Bangunan Gedung, dan Sertifikat Laik Fungsi dengan hasil verifikasi belum disahkannya peraturan-peraturan pendukung perizinan berusaha berbasis risiko tersebut. Hasil penilaian ini mengindikasikan tingkat kesiapan implementasi di daerah ditinjau dari aspek regulasi yaitu respons kepatuhan dan kelengkapan kebijakan masih rendah sehingga percepatan penyusunan regulasi pendukung perlu dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi investor atau pelaku usaha yang ingin melakukan investasi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan di daerah. Dengan adanya regulasi pendukung perizinan yang jelas, maka tingkat kepercayaan investor untuk melakukan investasi semakin meningkat dan tidak takut lagi dengan ketidakpastian sehingga dapat mendorong iklim usaha dan investasi di daerah Kabupaten Ogan llir.
Sementara itu, penilaian kinerja juga dilakukan pada Aspek Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kriteria Sumber Daya Manusia dengan perolehan nilai 39/100 pada Tahun 2023. Dari total keseluruhan ASN yang berjumlah 15 orang, baru 5 (lima orang) yang sudah bersertifikasi OSS RBA. Belum meratanya pegawai yang mengikuti Pelatihan dan tersertifikasi OSS RBA ini menunjukkan bahwa kualitas SDM yang ada masih perlu ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya. Hasil penilaian ini mengindikasikan tingkat kesiapan implementasi di daerah ditinjau dari aspek kelembagaan masih lemah dan harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah untuk melakukan agenda perbaikan terkait kompetensi dan kapasitas SDM yang ada sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko untuk mewujudkan kemudahan berusaha melalui pemberian pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional dan berintegrasi.
Lebih lanjut, kesiapan implementasi ditinjau dari aspek digitalisasi, di Kabupaten Ogan Ilir belum memiliki RDTR yang wajib diintegrasikan ke dalam sistem OSS RBA dalam bentuk digital. Walaupun RDTR digital belum siap dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem OSS RBA, namun dari segi ketersediaan infrastruktur berupa jaringan internet sudah cukup memadai karena telah didukung oleh Dinas Kominfo begitupun dengan sarana prasarana pendukung pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ogan Ilir berupa komputer dan printer di bidang pelayanan perizinan.

Beberapa identifikasi masalah yang ditemukan pada DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir dan beberapa instansi lainnya berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan terdapat kesamaan masalah atau kendala determinan seperti belum siapnya regulasi pendukung perizinan di tingkat daerah terutama terkait dokumen RDTR, kondisi sumber daya manusia yang belum memadai, terbatasnya anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi, kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan OSS RBA, serta kesenjangan digitalisasi atau jaringan internet yang tidak merata di beberapa wilayah. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait sejauh mana kesiapan implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko telah dilakukan di Kabupaten Ogan Ilir, perlu analisis lebih lanjut dan menyeluruh terkait aspek-aspek keberhasilan implementasi dalam dimensi yang lebih luas terlebih dengan kondisi belum lengkapnya beberapa peraturan pendukung perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Ogan Ilir yang berpotensi menyebabkan adanya perbedaan pemahaman dan penafsiran kebijakan dalam implementasinya. Peneliti akan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis berdasarkan tingkat kesiapan daerah Kabupaten Ogan Ilir menggunakan teori Implementasi Charles O Jones yang belum digunakan pada peneliti sebelumnya dengan lokus DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir dan untuk mendapatkan gambaran faktual secara menyeluruh mulai dari perencanaan organisasi, interpretasi dan penerapan konkret di lapangan.
2. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif-kualitatif  dengan  mewawancarai
informan yang ada di bidang pelayanan perizinan DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir, tim teknis perizinan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan beberapa pelaku usaha sebagai pengguna layanan perizinan berusaha berbasis risiko. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan, pengumpulan data dari partisipan, menganalisis data secara induktif dan membuat interpretasi tentang makna data (Creswell dan Creswell 2022:40). Data yang digunakan dalam penelitian yaitu kualitatif bersumber dari data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder hasil kajian studi pustaka, jurnal, peraturan-peraturan, laporan instansi terkait dan informasi lainnya yang relevan melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis data menurut Creswell dan Creswell (2022: 294-297) digunakan dalam penelitian ini antara lain mengolah dan menyiapkan data untuk dianalisis, membaca seluruh  data,  pengkodean  data,  mengidentifikasi  tema,  mengembangkan  alur  cerita

interpretasi,	menganalisis	data	lebih	lanjut	menggunakan	kerangka	analitis	dan merepresentasikan dan menginterpretasikan data.
3. Hasil dan Pembahasan

Analisis implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dalam mendukung Kemudahan Berusaha (Studi di Kabupaten Ogan Ilir) dilakukan menggunakan teori implementasi dari Charles O Jones dengan 3 (tiga) aspek utama sebagai berikut:
Organisasi
Aspek organisasi menjadi tahap awal yang penting sebelum mengimplementasikan suatu kebijakan sebagaimana pendapat Jones (1996:311) yang menyebutkan bahwa aspek organisasi adalah pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang pelaksanaan kebijakan.
1. Penataan Struktur Organisasi
Struktur organisasi dalam suatu lembaga atau instansi pemerintah berperan penting sebagai pelaksana program dari suatu kebijakan. Dalam konteks kesiapan implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah, perlunya respons kepatuhan terhadap struktur organisasi (kelembagaan) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 tahun 2021 tentang DPMPTSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir saat ini, struktur organisasinya sudah mengacu pada aturan tersebut sejak tahun 2022 dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 52 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir di mana Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Sub Bagian Umum dan Kepegawaan, Kelompok Jabatan Fungsional yang terbagi lagi menjadi Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, Kelompok Jabatan Fungsional PTSP, dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Pada kelompok Jabatan Fungsional PTSP juga telah dibentuk tim teknis perizinan berusaha dan non berusaha sesuai Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 138/KEP/DPMPTSP/2022 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Berusaha dan Non Berusaha serta Sekretariat Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir.
2. Penataan Sumber Daya
Sumber daya manusia yang ada sudah memadai secara kualitas khususnya di bidang pelayanan perizinan DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir karena sebagian sudah mengikuti pelatihan OSS RBA namun masih ada kelemahan secara kuantitas karena saat ini beberapa

jabatan fungsional belum ada yang menempati sebagai implikasi dari adanya mutasi pegawai di tahun 2022 sehingga menyebabkan adanya double job atau tumpang tindih pada pelaksanaan tugas dan fungsi. Sumber daya anggaran untuk mendukung implementasi kebijakan mengalami penurunan dari sebelumnya di tahun 2022 sebesar Rp 325.000.000,00 namun di tahun 2023 menjadi Rp 150.000.000,00 yang berarti hampir 54% tingkat penurunannya. Implikasinya kegiatan sosialisasi menjadi terbatas hanya di 6 kecamatan dari total keseluruhan 16 kecamatan yang ada di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir. Sumber daya anggaran wajib tersedia untuk memperlancar administrasi sebuah kebijakan, keterbatasan atas sumber daya tersebut akan menyebabkan kebijakan menjadi gagal (Van Meter dan Van Horn, 1975). Hal ini semakin diperparah karena di tahun 2024 tidak ada sama sekali anggaran untuk kegiatan di bidang pelayanan program pelayanan penanaman modal yang terlihat dari hasil studi dokumentasi pada Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP tahun 2024 dan hasil wawancara.
3. Koordinasi antar Unit dan Organisasi Pelaksana
Koordinasi antar Unit dan Organisasi Pelaksana telah terjalin dengan baik, koordinasi menjadi komponen penting dalam aspek organisasi karena hal ini terkait dengan bagaimana metode atau pendekatan yang dilakukan untuk memastikan tujuan kebijakan dapat terealisasi (Jones, 1996:166). Hal ini ditunjukkan dengan adanya rapat atau pertemuan bulanan secara internal, koordinasi langsung ke kantor atau melalui telepon dan WhatsApp dengan tim teknis perizinan guna membahas berbagai kendala dan permasalahan yang ada terkait sistem OSS RBA dan peningkatan pemahaman terhadap regulasi-regulasi baru bersama-sama. Koordinasi antara DPMPTSP dan tim teknis perizinan bersifat sequential (berurutan) di mana keberhasilan akan sangat dipengaruhi oleh kerja sama seluruh organisasi yang terlibat (Kadji, 2015:156).

Interpretasi
Aspek Interpretasi yaitu menafsirkan atau menerjemahkan bahasa kebijakan menjadi rencana maupun pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Proses implementasi yang melibatkan banyak organisasi maka potensi terjadinya perbedaan interpretasi terhadap tujuan kebijakan semakin besar (Herdiana, 2018:19). Perlunya pemahaman dan visi yang sama dari semua pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan sehingga tercapai tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan.

1. Kelengkapan dan Kejelasan Regulasi
Kelengkapan dan kejelasan regulasi penting sebagai pedoman bagi para pelaksana untuk meningkatkan pemahamannya sebelum keluaran kebijakan dapat tersampaikan kepada sasaran kebijakan dalam hal ini masyarakat dan pelaku usaha. Sebagai respon terhadap regulasi pusat, Kabupaten Ogan Ilir telah menindaklanjuti regulasi turunan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir. Dalam konteks kesiapan implementasi di daerah, selain Perda dan Perbup diperlukan juga respons beberapa peraturan pendukung lainnya seperti RDTR, PBG. dan SLF sebagai acuan persyaratan dasar perizinan berusaha. Dari hasil analisis data yang telah dilakukan, terkait peraturan RDTR di Kabupaten Ogan Ilir yang masih belum disahkan sampai saat ini dikarenakan beberapa kendala antara lain peta dasar yang belum diperbarui dari Badan Informasi Geospasial (BIG), data yang diperoleh dari OPD tidak maksimal dan belum sesuai standar sehingga sulit dilakukan analisis lebih lanjut, dan kompleksitas prosesnya yang harus melewati banyak tahap konsultasi dan klinik mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Kementerian sehingga membutuhkan waktu yang lama. Sementara untuk Perda PBG dan SLF terkendala perlunya koordinasi antar OPD secara lebih lanjut terkait item di beberapa pasal aturan dan penyesuaian terhadap regulasi pusat terbaru terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sehingga peraturan yang sedang disusun perlu dijadikan ke dalam satu Perda PDRD.
2. Komunikasi Kebijakan
Kegiatan penyampaian informasi terkait kebijakan disebut dengan sosialisasi kebijakan di mana menurut Herdiana (2018) sosialisasi merupakan proses yang harus dilalui sebelum kebijakan diimplementasikan. Sosialisasi telah dilakukan ke 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir pada tahun 2022 begitu juga dengan pembekalan pemahaman bagi tim teknis perizinan dari OPD teknis dari awal penerapan kebijakan. Namun di tahun 2023 kegiatan sosialisasi yang seharusnya tetap dilakukan follow up dengan keterbatasan anggaran yang ada, hanya mampu menjangkau 6 (enam) Kecamatan sehingga tidak bisa dilakukan follow up secara keseluruhan di 16 Kecamatan. Implikasinya, DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir saat ini menyiapkan pendampingan langsung di Kantor untuk membantu jika ada pelaku usaha yang masih membutuhkan arahan dan bantuan serta belum mengerti penggunaan Sistem OSS RBA.

Aplikasi
Aplikasi merupakan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan yang bersifat dinamis di mana para pelaksananya diarahkan berdasarkan pedoman atau secara khusus berdasarkan kondisi aktual di lapangan sehingga memungkinkan penyesuaian terhadap pedoman atau aturan yang ada.
1. Prosedur Pelaksanaan Pelayanan
Jones (1996) menyebutkan bahwa proses dinamis dalam aspek aplikasi mengarahkan para pelaksana berdasarkan pedoman yang disebut juga Standar Operasional Prosedur (SOP). Di DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir SOP nya terbagi menjadi 4 (empat) jenis layanan yaitu untuk kegiatan usaha berisiko rendah, berisiko menengah rendah, berisiko menengah tinggi, berisiko tinggi yang telah diatur juga dalam Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 253/KEP/DPMPTSP/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir sendiri hanya menyetujui dan mengeluarkan izin dan SOP nya sudah jelas selama 5 (lima) hari kerja sedangkan tahap pemeriksaan dokumen teknis dilakukan oleh Dinas PUPR dalam hal KKPR untuk memastikan kesesuaian lokasi usaha. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa secara prinsip dokumen RDTR yang belum ada sebenarnya tidak menghambat perizinan berusaha berbasis risiko hanya saja acuannya berubah menjadi RTRW yang memang membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga percepatan penyusunan regulasi perlu didorong oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Penerapan Sistem OSS RBA
Pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yaitu Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yang wajib digunakan oleh setiap pelaku usaha di seluruh Indonesia yang ingin mendaftarkan legalitas atas usaha yang nantinya akan dilakukan diferensiasi pemenuhan berkas perizinan berdasarkan tingkat risiko dan skala kegiatan usahanya. Dalam konteks kesiapan implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah, perlunya respons digitalisasi terhadap Sistem OSS RBA di mana dari hasil penelitian ditemukan bahwa masih terdapat beberapa pelaku usaha terutama yang memiliki kegiatan usaha berisiko rendah dengan mayoritas ibu-ibu yang datang ke kantor untuk dilakukan pendampingan mendaftar akun OSS RBA dan mengupload data atau dokumen ke dalam Sistem OSS RBA. Sementara itu, terkait ketersediaan infrastruktur jaringan internet yang ada sudah cukup baik dan memadai karena saat ini di setiap OPD telah diakomodir oleh

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Ogan Ilir untuk kapasitas aksesibilitasnya sehingga tidak lagi lambat dan buffering saat mengakses internet yang jelas mendukung kelancaran proses pelayanan perizinan berusaha di kantor DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir. Sarana dan prasarana yang ada juga telah cukup memadai dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya sehingga dapat menambah tingkat kenyamanan bagi para pelaku usaha atau masyarakat yang datang ke kantor. DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir juga dianggap sebagai salah satu yang telah memenuhi ketentuan sarana prasarana dalam hal pelayanan publik dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia.

4. Kesimpulan dan Saran
[bookmark: _GoBack]Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko dalam mendukung kemudahan berusaha (studi di Kabupaten Ogan Ilir) telah menunjukkan progress positif, hal ini dibuktikan dari aspek organisasi yang terkait juga dengan kesiapan kelembagaan di mana struktur organisasi di DPMPTSP telah sesuai dengan regulasi pusat untuk mendukung tugas dan fungsi pelayanan, sumber daya manusia di bidang pelayanan perizinan yang memadai dan bersertifikasi OSS RBA, koordinasi yang telah terjalin dengan baik antar unit dan organisasi pelaksana, aspek digitalisasi terkait penerapan sistem OSS RBA yang telah dilakukan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat baik itu pelaksana kebijakan maupun pelaku usaha atau masyarakat sebagai sasaran kebijakan yang didukung dengan ketersediaan jaringan internet dan sarana dan prasarana pelayanan yang stabil dan memadai serta adanya SOP yang jelas dalam pemberian layanan. Namun, beberapa area perlu disoroti dan dilakukan agenda perbaikan yaitu pada aspek interpretasi antara lain keterbatasan anggaran yang berimplikasi pada kegiatan sosialisasi yang seharusnya dilakukan secara intensif dalam rangka penyebarluasan substansi kebijakan kepada sasaran kebijakan menjadi terbatas sehingga masih ada pelaku usaha yang kurang memahami penggunaan OSS RBA dan berpengaruh juga terhadap upaya peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM dalam keikutsertaan pelatihan karena kekurangan anggaran, terakhir masih ada kendala-kendala dalam tahap penyusunan regulasi pendukung perizinan berusaha berbasis risiko RDTR, PBG, dan SLF terutama terkait data dan koordinasi dengan OPD lainnya sehingga perlu penyesuaian dan perbaikan lebih lanjut guna penyempurnaan kerangka hukum yang lebih jelas untuk mendukung implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Ogan Ilir.

Peneliti kemudian mengusulkan beberapa saran untuk memperbaiki area yang masih ada kelemahan. Pertama, perlunya penguatan sumber daya manusia untuk mengupayakan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapasitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pelaksana kebijakan terus mengupgrade pengetahuan dan kemampuan yang akan membantu kelancaran dalam pelaksanaan kebijakan. Kedua, perlunya mendorong ketersediaan alokasi anggaran yang lebih memadai dari APBD untuk bidang pelayanan perizinan, hal ini dilakukan karena ini sangat penting untuk mengoptimalisasi kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan investasi, iklim usaha, dan kemudahan berusaha khususnya di Kabupaten Ogan Ilir. Ketiga, mendorong partisipasi OPD untuk percepatan penyusunan regulasi pendukung perizinan berusaha berbasis risiko yang dapat dilakukan melalui reward system. Dengan reward system diharapkan para OPD terkait semakin termotivasi dan lebih aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keempat memperluas akses pendampingan melalui layanan digital dengan membuat video tutorial sederhana di website atau media sosial DPMPTSP Kabupaten Ogan Ilir sehingga dapat diakses oleh masyarakat.
Penelitian ini memiliki keterbatasan data yang digunakan, untuk penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas kajian implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko menggunakan pendekatan implementasi yang lain dengan mixed-methods ditambah dengan survei terhadap pelaku usaha sehingga dapat menggali informasi lebih dalam terkait pemahaman dan tantangan yang dialami oleh pelaku usaha, dan perlunya penelitian lebih lanjut terkait koordinasi antar lembaga untuk memastikan keterlibatan multi OPD dalam mendukung implementasi kebijakan melalui percepatan penyusunan regulasi pendukung perizinan berusaha berbasis risiko.
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